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ABSTRAK

Perkembangan sistem digital memberikan kemudahan dalam berbagai aspek
kehidupan, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan serius terkait dengan
keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi dapat
mengancam hak-hak individu, termasuk hilangnya privasi serta menimbulkan
kerugian baik secara materiil maupun non-materiil. Permasalahan dalam penelitian
ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak individu dalam
peristiwa pelangaran keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital ; 2)
Bagaimana tanggung jawab pelaku pelanggaran hak individu terhadap keamanan
kerahasiaan data pribadi di sistem digital. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan
konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui sumber
sekunder, termasuk literatur dan studi kasus terkait pelanggaran privasi datapribadi
yang telah menjadi subjek gugatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlindungan hukum terhadap hak individu dalam peristiwa pelanggaran keamanan
kerahasiaan data pribadi di sistem digital sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU
PDP No. 27 Tahun 2022, yaitu bahwa setiap orang memiliki hak untuk meminta
agar data pribadinya dilindungi. Serta tanggung jawab pelaku pelanggaran hak
individu terhadap keamanan kerahasiaan data pribadi sistem digital, yaitu tanggung
jawab hukum, moral, dan teknologi. Tanggung jawab hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 57 UU PDP memberikan sanksi administratif. Tanggung jawab moral
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga 70 UU PDP memberikan saknsi pidana
Serta tanggung jawab teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PDP
memberikan saknsi perdata. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia telah
memberikan dasar yang kuat dalam menjamin perlindungan terhadap data pribadi.
Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kerja
sama antara pemerintah, organisasi pengelola data, dan masyarakat sangat penting
dalam menjaga keamanan data, melindungi individu, dan menjaga integritas sistem
digital. Penelitian ini menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan
lingkungan hukum yang mendukung privasi dan memberikan mekanisme
pemulihan bagi korban pelanggaran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Individu, Pelanggaran Keamanan,
Kerahasiaan Data Pribadi, Sistem Digital
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ABSTRACT

The development of digital systems provides convenience in various aspects of life,

but on the other hand, it also poses serious challenges related to the security and

confidentiality of personal data. Violations of personal data can threaten individual
rights, including the loss of privacy and causing both material and non-material
losses. The problems addressed in this research are 1) How is legal protection

provided for individual rights in the event of a breach of the security and
confidentiality of personal data in digital systems ; 2)What are the responsibilities

of the perpetrators who violate individual rights regarding the security and
confidentiality of personal data in digital systems. This study employs a normative
legal research method, which involves analyzing legal principles through statutory,

conceptual, and case-based approaches with a statutory approach, a conceptual
approach, and a case approach. Research data were obtained through secondary
sources, including literature and case studies related to personal data privacy

violations that have become subjects of legal lawsuits. The research results show
that legal protection for individual rights in the event of breaches of personal data
confidentiality security in digital systems is regulated under Article 7 of the PDP
Law No. 27 of 2022, this affirms the principle that every individual is entitled to

request legal protection for their personal data. And the responsibility of the
perpetrators of individual rights violations regarding the security of personal data
confidentiality in digital systems, namely legal, moral, and technological
responsibilities. Legal responsibility as regulated in Article 57 of the PDP Law
imposes administrative sanctions. Moral responsibility as regulated in Articles 67
to 70 of the PDP Law imposes criminal sanctions. And the technological

responsibility as regulated in Article 48 of the PDP Law imposes civil sanctions.

Thus, the legal system in Indonesia has provided a strong joundation in ensuring

the protection of personal data. However, that protection cannot function optimally
without cooperation between the government, data management organizations, and
society, which is crucial in maintaining data security, protecting individuals, and
preserving the integrity of digital systems. This research emphasizes the importance

of the state's role in creating a legal environment that supports privacy and provides

recovery mechanisms for victims of violations.

Keywords: Legal Protection, Individual Rights, Security Breach, Confidentiality of
Personal Data, Digital Systems
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesiamenetapkan prinsip-prinsip hukum sebagai
landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Konsep ini menggarisbawahi bahwa setiap tindakan pemerintah dan lembaga
negara harus didasarkan pada hukum yang ditetapkan. Sebab, hal ini bertujuan
untuk menjamin keadilan, transparansi, serta kepastian hukum.! Oleh sebab itu
perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum terdiri atas beberapa
aspek, mulai dari hak atas keamanan pribadi, hak atas privasi, hingga hak-hak sosial
dan ekonomi. Selain itu, perlindungan hukum juga melibatkan penegakan hukum
yang konsisten dan adil, yang mencakup penerapan hukum yang tepat dan proses
peradilan yang adil dan terbuka. Maka dari itu, setiap individu berhak mendapatkan
kesempatan yang setara dalam memperoleh perlindungan hukum, tanpa
memandang status sosial maupun ekonomi. Dengan kata lain, hak individu
merupakan salah satu hak fundamental yang harus dijaga dan dilindungi.

Hak individu merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia
sejak lahir dan dilindungi oleh hukum.? Di Indonesia, hak-hak ini diatur dengan
tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar

1945 menjadi landasan utama, mencantumkan berbagai hak dasar seperti kebebasan

I Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Utomo, and Laode Aiman, “Pertanggungjawaban
Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara,” Jurnal
limiah Wahana Pendidikan 9,no. 11 (2023): 685-97.

2 Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar (CV. Social
Politic Genius (SIGn), 2018).



berpendapat, hak untuk hidup dengan aman, dan perlindungan dari diskriminasi.3
Hak-hak ini memastikan bahwa setiap orang dapat hidup tanpa ketakutan atau
ancaman dan mendapatkan perlakuan yang setara dan adil tanpa memandang latar
belakang mereka. Konstitusi dan undang-undang Indonesia mengatur hak-hak ini
dengan tujuan menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negaranya.
Dengan adanya perlindungan hak-hak individu yang sudah diatur secara
menyeluruh, Kini perhatian juga harus diarahkan pada aspek penting lainnya yaitu
keamanan dan kerahasiaan data pribadi.

Keamanan data pribadi ialah istilah yang mengacu pada tindakan yang
diambil untuk mencegah datapribadi diakses, digunakan, atau diungkapkan dengan
cara yang dapat merugikan individu.* Sementara itu, kerahasiaan data pribadi
berarti menjamin bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses
informasi pribadi dan penggunaannya terbatas pada tujuan yang telah disetujui oleh
pemilik data.> Setiap individu tentu memiliki informasi pribadi yang bersifat
sensitif dan perlu dijaga kerahasiaannya. Data pribadi mencakup identitas serta
tandapengenal seseorang yang bersifat privat.6 Perkembangan dunia digital saat ini

juga memberikan dampak pada perkembangan masyarakat Indonesia baik positif

8 Christian Immanuel Situmorang et al., “Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam
Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi:(The Importance of Strict Law in
Defending Human Rights: A Constitutional Perspective),” Journal Customary Law 1, no. 2 (2024):
13.

4 Farras Fikri, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Di
Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik” (Universitas Lancang Kuning,
2022).

5 Enggar Novianto, Erik Herman Heri Ujianto, and Rianto Rianto, “Keamanan Informasi
(Information Security) Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia,” Rabit:
Jurnal Teknologi Dan Sistem InformasiUnivrab 8, no. 1 (2023): 10-15.

6 Mesra Betty Yel and Mahyuddin K. M Nasution, “Keamanan Informasi Data Pribadi Pada
Media Sosial,” Jurnal Informatika Kaputama (JIK) 6, no. 1 (2022): 92-101.



maupun negatif. Sehubungan dengan hal ini, di Indonesia saat ini marak terjadi
kasus hukum yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk
kepentingan individu. Data pribadi tersebut meliputi berbagai informasi seperti
nama, alamat, nomor identitas, data keuangan, riwayat kesehatan, serta informasi
sensitif lainnya yang terkait dengan identitas seseorang.” Oleh karena itu,
perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan,
mengingat keamanan data pribadi adalah hak dasar setiap individu yang wajib
dijamin, dilindungi, dan dihargai.? Dibalik manfaatnya tersebut, pengumpulan dan
pengolahan data pribadi ini juga membawa risiko pelanggaran privasi yang serius.
Kasus pelanggaran keamanan data yang melibatkan pencurian identitas, serangan
cyber, dan penyalahgunaan data semakin sering terjadi, sehingga menyebabkan
kerugian yang tidak hanya finansial tetapi juga dapat merusak reputasi individu dan
juga perusahaan. Berikut ini adalah beberapa contoh kebocoran data pribadi yang
terjadi belakangan ini, salah satunya adalah kasus yang menimpa Tokopedia pada
tahun 2020. Sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia,
Tokopedia dilaporkan mengalami insiden yang mengakibatkan jutaan data pribadi
yang mencakup informasi seperti nama, nomor telepon, alamat email, dan kata
sandi yang terenkripsi.® Selanjutnya pada tahun 2021, Bukalapak yang merupakan

salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia, menghadapi insiden

7 Beni Andrian Saputra et al., “Penerapan Privasi dan Etika di Era Digital dalam
Perlindungan Data Pribadi,”. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi 5, no. 9
(2024): 55-65.

8 Oka Ardiya Putra, Anita Trisiana, and Leni Safitri, “Perlindungan Ham Dalam
Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat,” Jurnal Global Citizen: Jurnal llImiah Kajian Pendidikan
Kewarganegaraan,2021,100-111.

9 Berita Online CNN, Kronologi Lengkap 91 Juta Akun TokopediaBocor dan di Jual , diakses
Rabu, 11 September2024.



keamanan data yang serius. Insiden tersebut mengakibatkan kebocoran informasi
pribadi dari lebih dari 13 juta pengguna layanan Bukalapak. Data yang terekspos
dalam pelanggaran ini mencakup berbagai informasi sensitif pengguna, termasuk
nama, alamat email, nomor telepon, serta kata sandi akun mereka.'® Di tahun yang
sama, TokoTalk yakni aplikasi pesan instan asal Indonesia juga dilaporkan
mengalami kebocoran data. Lebih dari 91 juta akun pengguna terdampak, dan
informasi yang bocor termasuk nama, nomor telepon, alamat email, dan salinan
kartu identitas.!? Seiring dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan
penyalahgunaan data pribadi, setiap negara perlu memiliki regulasi hukum yang
efektif untuk menjamin perlindungan hak privasi warganya. Oleh karena itu,
pentingnya perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi semakin
mendesak dalam sistem digital saat ini.

Ditengah perkembangan sistem digital yang begitu pesat, teknologi informasi
telah menjadi komponen vital dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Salah
satu keunggulan utama sistem digital yang memberikan dampak signifikan adalah
kemudahan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data, yang menjadi
lebih efisien, cepat, dan terorganisir dengan baik, tanpa membutuhkan ruang
penyimpanan yang besar.'? Sistem digital tidak hanya memfasilitasi pengumpulan

dan penyimpanan data secara lebih praktis, tetapi juga memungkinkan integrasi

10 https://www.asdf.id/definisi-massive-data-leak/, diakses Rabu, 11 September2024.

11 Kadek Rima Anggen Suari and | Made Sarjana, “Menjaga Privasi Di Era Digital:
Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” Jurnal Analisis Hukum 6, no. 1 (2023): 132-42.

12 Jeihan Nabila, 2022, Perpustakaan Digital Pengembangan Repository Sebagai Sarana
Preservasi Digital, Penerbit Pascal Books.
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data lintas sektor, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan keuangan.'®
Semua kemajuan ini telah memberikan manfaat besar dalam meningkatkan
produktivitas dan mempermudah akses informasi. Berbagai inovasi baru yang
muncul ini merupakan bagian penting dari kegiatan sehari-hari yang telah
memudahkan kehidupan manusia baik bagi individu maupun organisasi, sebagai
hasil dari kemajuan teknologi. Bersamaan dengan kemajuan teknologi seperti
memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja dan memungkinkan berbagai
kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat. Namun, di balik berbagai
kemudahan tersebut, sistem digital juga membawa tantangan baru, terutama terkait
dengan perlindungan data pribadi. Semakin banyak data pribadiyang dikumpulkan
dan disimpan secara digital, semakin besar pula risiko terhadap privasi dan
keamanan individu.1 Di sisi lain, kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat
tidak hanya membawa manfaat positif bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan
dampak negatif yang tidak terhindarkan dari penggunaan teknologi tersebut. Dalam
hal ini, sistem digital juga berpotensi menghadirkan ancaman seperti kebocoran
data dan penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat berdampak pada hak-hak
individu.® Sehingga mengakibatkan muncul risiko baru terkait dengan keamanan
dan kerahasiaan data pribadi, yaitu berupa potensi penyalahgunaan data pribadi itu

sendiri, yang artinya pelaku penyalahgunaan datapribadi telah melanggar hak yang

13 Yoesoep Edhie Rachmad et al., Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep
Dan Penerapan (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).

14 Nazwa Salsabila Lubis and Muhammad Irwan PadliNasution, “Perkembangan Teknologi
Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat,” Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi 1, no. 12
(2023): 41-50.

15 Ni Putu Noni Suharyanti and Ni Komang Sutrisni, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi
Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat,” in Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar2020,vol. 1, 2021,119-34.



diatur dalam konstitusi, bahwa individu membutuhkan perlindungan hukum
terhadap tindakan atau pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi.l6 Oleh
karena itu, penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi
dalam sistem digital diimbangi dengan langkah-langkah perlindungan hukum yang
kuat untuk melindungi hak individu dari potensi pelanggaran data. Dengan
demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan agar diharapkan kedepannya itu
pemerintah dapat mengatur atau memberikan sanksi yang sepadan terhadap pelaku
daripada peristiwa pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi pada saat ini.
Serta juga diharapkan penelitian ini menghasilkan rekomendasi dan solusi
dikemudian hari terkait pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi, sehingga
dapat meminimalisir atau bahkan mentiadakan kasus-kasus serupa terhadap
pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi. Berlandaskan kenyataan yang
diakibatkan oleh fenomena di atas, maka penelitian hukum ini berjudul :
“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Individu Dalam Peristiwa Pelanggaran
Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Di Sistem Digital.”
B. Perumusan Masalah
Mengacu pada paparan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini,

maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Individu Dalam Peristiwa

Pelangaran Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Di Sistem Digital ?

16 Hari Sutra Disemadi et al., “Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Mengapa Kita
Perlu Peduli?,” Sang Sewagati Journall, no. 2 (2023): 66-90.



2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Pelanggaran Hak Individu Terhadap
Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Di Sistem Digital ?
C. Ruang Lingkup Penelitian
Agar penelitian ini lebih terarah, sehingga penelitian ini perlu dilakukannya
pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yaitu tentang perlindungan
hukum terhadap hak individu dalam peristiwa pelangaran keamanan kerahasiaan
data pribadi di sistem digital, dan tanggung jawab pelaku pelanggaran hak individu
terhadap keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital.
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah diangkat diatas, maka yang menjadi tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :
1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Individu Dalam Peristiwa Pelangaran
Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Di Sistem Digital.
2. Tanggung Jawab Pelaku Pelanggaran Hak Individu Terhadap Keamanan
Kerahasiaan Data Pribadi Sistem Digital.
2. Manfaat Penelitian
Berlandaskan dengan pokok pembahasan maka penelitian ini diharapkan
dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
perkembangan hukum keperdataan dengan memberikan pemahaman yang

lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap hak individu



dalam peristiwa pelangaran keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem
digital, dan dapat memperjelas konsep tanggung jawab pelaku pelanggaran
hak individu terhadap keamanan kerahasiaan data pribadi sistem digital.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan konsep hukum
perdata dalam perlindungan hukum terhadap hak individu dalam peristiwa
pelangaran keamanan kerahasiaan data pribadi.
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
a. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, asal-usul
munculnya teori perlindungan hukum ini berakar dari teori hukum alam atau aliran
hukum alam.” Aliran ini digagas oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno
(pendiri aliran Stoa). Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang
bersifat universal dan abadi, serta tidak boleh ada pemisahan antara hukum dan
moral.18 Para pengikut aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan
refleksi serta aturan, baik secara internal maupun eksternal, dalam kehidupan
manusia, yang diwujudkan melalui penerapan hukum dan moral.1® Maksudnya
lalah para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral bukanlah dua

entitas yang terpisah, melainkan saling berhubungan erat dan saling mencerminkan

17 Syaharie Jaang, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip
Keadilan,” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 05 (2023): 349-57.

18 Sofi Rahma Dewi, “Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika
Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia,” Acta Law Journal 1, no. 1 (2022): 33-47.

19 Taufik H. Simatupang, “Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
Dalam Perspektif Negara Hukum,” Jurnal HAM 12, no. 1 (2021): 119.



satu sama lain. Mereka meyakini bahwa hukum dan moral berfungsi sebagai aturan
yang mengatur kehidupan manusia, baik secara internal maupun eksternal, yang
diwujudkan dalam bentuk norma-norma dan peraturan. Hukum dalam pandangan
ini, dilihat sebagai instrumen yang secara eksternal mengatur perilaku individu dan
kelompok dalam masyarakat dengan cara yang jelas dan formal. Sementara itu,
moral lebih berperan sebagai pedoman internal yang mendasari keputusan dan
tindakan individu berdasarkan nilai-nilai etika yang diyakini benar atau salah.
Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh pihak
lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati
seluruh hak-hak yang dijamin oleh hukum.?% Secara lebih sederhana, ini berarti
bahwa ketika seseorang mengalami kerugian atau pelanggaran hak-haknya, hukum
akan memberikan perlindungan dan solusi agar hak tersebut dapat ditegakkan
kembali. Perlindungan ini tidak hanya berbentuk upaya menghindari kerugian atau
pelanggaran terhadap hak, tetapi juga memberikan akses bagi individu untuk
memperoleh keadilan dan pemulihan melalui jalur hukum yang ada. Oleh sebab itu,
perlindungan hukum berperan untuk memastikan setiap individu dapat hidup
dengan nyaman dan memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan undang-undang.

Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan perlindungan yang tidak

20 Ali Ismail Shaleh and Shabirah Trisnabilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan
Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini,” Journalof Judicial Review 22,
no. 2 (2020): 291-300.
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hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Tujuan
utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan.??

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial,
ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.?? Kalimat tersebut
mengandung maksud bahwa hukum berperan penting dalam memberikan
perlindungan dan memastikan keadilan bagi individu atau kelompok yang berada
dalam posisi rentan atau kurang berdaya. Mereka yang lemah dalam hal sosial,
ekonomi, atau politik sering kali menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan
hak-haknya atau mendapatkan perlakuan yang adil dalam masyarakat. Misalnya,
mereka yang kurang mampu secara ekonomi mungkin tidak memiliki akses yang
sama terhadap fasilitas hukum, atau mereka yang terpinggirkan secara sosial
mungkin kesulitan untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara. Hukum
hadir untuk memastikan bahwa meskipun seseorang atau kelompok berada dalam
posisi yang lebih lemah, mereka tetap dapat memperoleh perlindungan dankeadilan
yang setara. Dalam hal ini, hukum bukan hanya berfungsi untuk menegakkan
aturan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada yang lebih lemah agar
mereka tidak menjadi korban ketidakadilan, baik dalam bentuk diskriminasi,
penyalahgunaan kekuasaan, atau eksploitasi. Kesimpulannya, maksud dari
pernyataan tersebut adalah bahwa hukum seharusnya tidak hanya melayani pihak-

pihak yang kuat atau memiliki kekuasaan, tetapi juga memberikan perlindungan

21 Khalisah Hayatuddin etal., “Legal Implications of The Constitutional Court Decision on
The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 11, no.
2 (2022): 281-312.

22 Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran,” Pena Justisia: Media KomunikasiDan
Kajian Hukum 18,no. 1 (2020).
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dan memastikan keadilan bagi mereka yang paling membutuhkan, untuk mencapai
keadilan sosial yang lebih merata dan adil di masyarakat.

Fitzgerald menguraikan teori perlindungan hukum Salmond yang
menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menyatukan dan mengoordinasikan
berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hal ini karena dalam dinamika
kepentingan yang saling bersinggungan, perlindungan terhadap suatu kepentingan
tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan-kepentingan lain
yang ada.?® Penting untuk dipahami bahwa dalam suatu masyarakat yang terdiri
dari berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda, kadang-kadang
perlindungan terhadap kepentingan satu pihak harus dilakukan dengan cara
membatasi kepentingan pihak lain. Misalnya, hak seseorang untuk bebas berbicara
atau berpendapat mungkin perlu dibatasi untuk melindungi hak orang lain dari
pencemaran nama baik atau ancaman. Dengan demikian, hukum berperan untuk
memastikan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipertimbangkan
secara adil dan proporsional, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan secara
berlebihan. Pernyatan ini menekankan bahwa hukum berfungsi untuk menciptakan
tatanan yang adil, di mana kepentingan individu, kelompok, dan negara bisa saling
diatur dan dijaga agar tidak ada yang mengganggu kepentingan orang lain. Hal ini
juga mencerminkan bahwa hukum tidak hanya bertindak sebagai alat paksaan untuk
menegakkan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial

dengan mengatur dan membatasi berbagai kepentingan tersebut agar tetap berada

23R Juli Moertiono, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori
Perlindungan Hukum,” All Fields of Science JournalLiaison Academia and Sosiety 1,no0. 3 (2021):
252-62.
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dalam batas-batas yang wajar. Penelitian ini akan merangkul Teori Perlindungan
Hukum sebagai kerangka kerja utama untuk memahami dan menganalisis
bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap keamanan kerahasiaan data
pribadi di sistem digital. Oleh karena itu, hukum perlu dapat beradaptasi dengan
perubahan zaman dan kebutuhan yang muncul, dengan tetap berpegang pada
prinsip untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada.
Maka fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan ini sangat vital
dalam menjaga harmoni sosial, memberikan rasa keadilan, dan mencegah
terjadinya ketidakadilan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.
Pemilihan teori ini didasarkan pada konsep dasar bahwa hukum bertindak sebagai
penjaga dan penegak hak individu, termasuk hak keamanan kerahasiaan data
pribadi. Dengan merangkul Teori Perlindungan Hukum, penelitian ini bertujuan
untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kerangka hukum yang
ada dapat menciptakan kerangka kerja perlindungan keamanan kerahasiaan data
pribadi dalam sistem digital.
b. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang mengkaji tanggung jawab
subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan melawan hukum atau
tindak pidana. Teori ini menekankan bahwa pelaku harus menanggung biaya,
kerugian, atau menjalani hukuman atas kesalahan atau kelalaian yang

dilakukannya.?* Dengan kata lain, teori tanggung jawab hukum ini ialah konsep

24 John Jotham Terrance et al., “Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First
Travel Terhadap Korban,” Jurmnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi
Masyarakat 9,n0.3 (2023): 277-88.
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yang menyoroti kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung
konsekuensi hukum atas perbuatan atau kelalaiannya yang melanggar hukum atau
merugikan pihak lain. Tanggung jawab hukum ini bisa muncul dari perbuatan yang
dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian (negligence), tergantung pada
jenis aturan yang dilanggar. Adapun teori tanggung jawab, diartikan secara
etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima
pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.2> Kesimpulannya, teori
tanggung jawab ini, dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai
bagaimana individu atau entitas harus menanggung akibat dari tindakan mereka
yang melanggar hukum, khususnya dalam hal pelanggaran data pribadi. Ada
beberapa bentuk tanggung jawab hukum, salah satunya adalah dalam hal
pelanggaran data pribadi. Dalam situasi ini, teori tanggung jawab yang diterapkan
adalah tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata ini berfungsi sebagai
bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami korban, sehingga hak-hak individu
atas privasi dan keamanan data pribadi dapat terlindungi sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Dimana tanggung jawab perdata ini berkaitan dengan
kewajiban membayar ganti rugi kepadapihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pelaku
bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti kerugian akibat tindakannya.
Pelaku yang bertanggung jawab bisa diminta untuk mengganti kerugian korban

(tanggung jawab perdata), bisa dikenakan sanksi pidana, atau menghadapi sanksi

25 |fwan Randi, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan
Hukum Terhadap Para Pihak di Kota Padang" Universitas Andalas,2017.
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administratif sesuai ketentuan yang berlaku.2® Dalam penelitian ini, teori tanggung
jawab digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh kewajiban hukum yang
harus dipikul oleh pelaku pelanggaran sistem digital, serta dapat membantu
mengidentifikasi mekanisme hukum yang ada untuk menegakkan tanggung jawab
atas pelanggaran keamanan data pribadi. Secara keseluruhan, penerapan teori
tanggung jawab ini, memungkinkan penilaian yang lebih baik tentang bagaimana
tanggung jawab dapat diatur dan diterapkan untuk mencegah dan menangani
pelanggaran keamanan data pribadi secara efektif.
c. Teori Sistem Digital

Teori sistem digital adalah konsep yang membahas bagaimana sistem yang
terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) bekerja
bersama untuk mengelola, memproses, dan menyimpan informasi secara
elektronik.2” Dalam hal ini, sistem digital merujuk pada jaringan dan infrastruktur
teknologi yang dirancang untuk mengelola data secara elektronik, termasuk data
pribadiyang sensitif. Sistem ini mencakup berbagai perangkat keras dan lunak yang
saling terhubung, seperti komputer, server, perangkat seluler, jaringan internet, dan
platform berbasis cloud. Sistem digital memainkan peran yang sangat penting
dalam kehidupan sehari-hari, karena hampir semua aktivitas manusia saat ini
bergantung pada teknologi yang dapat memproses, menyimpan, dan mengelola

informasi dengan cepat dan efisien. Dalam hal ini, sistem digital merujuk pada

26 Ali Munib, Suratman Suratman, and Diyan Isnaeni, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap
Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris,” Jurnal USM Law Review 7,
no. 3 (2024): 1241-59.

27 https://www.cakrawala.ac.id/berita/apa-itu-teknologi-digital, diakses Senin, 23 September
2024,
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jaringan dan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menangani data secara
digital, termasuk datapribadi. Sistem digital adalah kumpulan komponen elektronik
yang bekerja bersama untuk menangkap, menyimpan, memproses, dan
mengirimkan data dalam format biner (0 dan 1).28

Sistem digital dirancang untuk menangani berbagai jenis data, termasuk data
pribadi yang bersifat sensitif, seperti identitas individu, informasi keuangan, catatan
kesehatan, dan aktivitas online.?® Dengan kemampuannya yang canggih, sistem ini
memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah besar secara akurat dan efisien.
Contohnya, aplikasi perbankan digital memanfaatkan sistem ini untuk memproses
transaksi, menyimpan riwayat keuangan, dan memberikan layanan kepada
pelanggan secara real-time. Demikian pula, layanan kesehatan berbasis teknologi
digital menggunakan infrastruktur ini untuk menyimpan rekam medis pasien dan
mendukung pengambilan keputusan medis. Sistem ini digunakan di berbagai
aplikasi, termasuk telekomunikasi, komputasi, dan penyimpanan data. Dengan
demikian, jika dikaitkan dengan perlindungan data pribadi, sistem digital ini dapat
diartikan sebagai suatu platform di mana data pribadi seseorang disimpan, diproses,
atau dikirimkan secara digital.3° Penting untuk dipahami bahwa sistem digital tidak
hanya sekadar alat untuk mengelola data, tetapi juga merupakan bagian integral dari

ekosistem teknologi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Ketika

28 Almasari Aksenta etal., Literasi Digital : Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi
Digital Era Industri 4.0 Dan Sociaty 5.0 (PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2023).

29 Adelika Adelika and Nurbaiti Nurbaiti, “Upaya Pencegahan Terjadinya Pencurian Data
Pada E-Ktp Bagi Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan,” Jurnal
Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa 6, no. 2 (2023): 124-33.

30 Adithya Asmara Dhewa and Herkin Yossyafaat, “4spek Hukum Perlindungan Konsumen
Pada Transfer Data Pribadi Oleh Korporasi Dalam Hukum Positif Indonesia, ” Lontar Merah 6,
no. 1 (2023): 619-29.
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digunakan secara optimal, sistem ini dapat meningkatkan produktivitas,
mempercepat inovasi, dan memperluas akses terhadap informasi. Akan tetapi,
seiring dengan manfaatnya yang besar, sistem digital juga membawa tantangan
baru, terutama terkait dengan keamanan data pribadi. Selain itu, aspek hukum
dalam sistem digital juga memainkan peran penting dalam perlindungan data
pribadi. Sebab, undang-undang perlindungan datapribadi, keamanan siber, dan hak
privasi mengatur bagaimana data dikelola dan dilindungi dalam platform sistem
digital ini.31 Dalam pengelolaan data pribadi, sistem digital harus dirancang dengan
standar keamanan yang tinggi untuk melindungi informasi dari potensi ancaman,
seperti pencurian data, peretasan, atau penyalahgunaan informasi.

Perlindungan ini mencakup penerapan berbagai langkah keamanan, seperti
enkripsi data, penggunaan sistem autentikasi yang kuat, dan pemantauan jaringan
secara berkala. Selain itu, regulasi yang mengatur pengelolaan data pribadi juga
diperlukan untuk memastikan bahwa sistem digital tidak hanya efektif secara teknis
tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika. Perlindungan data pribadi
mencakup hak akses, kontrol, dan penghapusan data, serta kewajiban penyedia
layanan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pengguna.3? Dengan
demikian, jika dikaitkan dengan perlindungan data pribadi, sistem digital ini dapat

diartikan sebagai suatu platform di mana data pribadi seseorang disimpan, diproses,

31 Adhisya Naira Fayyaza, Rahima Putri Anggita Sipayung, and Vanessa Maheswari
Nugroho, “Menjaga Hak Digital Warga Negara Di Era Terbuka : Mengembangkan Standar
Perlindungan Data Yang Demokratis Dalam Layanan BPJS,” Kultura: Jurnal llmu Hukum, Sosial,
Dan Humaniora 1,n0.2 (2023): 65-72.

32 Rista Maharaniand Andria Luhur Prakoso, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital,” Jurnal USM Law Review 7, no. 1
(2024): 333-47.
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atau dikirimkan secara digital, serta diatur oleh kerangka hukum yang bertujuan
melindungi hak individu dan mencegah pelanggaran keamanan data. Oleh karena
itu, aspek hukum yang mengatur batasan dalam perlindungan data pribadi pada
sistem digital memiliki beberapa poin penting yang menjaga keamanan dan hak
pengguna. Salah satu aspek utama adalah persetujuan pemilik data. Sistem digital
hanya dapat mengakses dan memproses data setelah mendapatkan izin yang jelas,
menjamin bahwa datatidak digunakan secara sembarangan.2? Selain itu, datahanya
boleh dipakai untuk tujuan tertentu yang telah disetujui, dan sistem tidak dapat
menggunakannya untuk tujuan lain tanpa persetujuan tambahan. Hak pemilik data
untuk mengakses, mengubah, atau menghapus informasi mereka menjadi hal
penting lainnya, sehingga sistem wajib menyediakan opsi ini. Kemudian keamanan
data juga harus dijaga dengan ketat, sistem harus menerapkan langkah-langkah
perlindungan yang memadai untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan
data.34 Jika terjadipelanggaran, sistem diwajibkan melaporkannya secepat mungkin
kepada pemilik data dan otoritas terkait untuk mengurangi dampak buruk.2> Serta
juga, batasan waktu penyimpanan sebaiknya diberlakukan agar data tidak disimpan
lebih lama dari yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap
aturan ini bisa dikenakan sanksi, mulai dari denda hingga hukuman lebih berat.

Semua peraturan ini berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi individu,

33 Dennys Nababan and Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya,” Pampas : Journal Of Criminal
Law 4, no. 2 (2023): 232-51.

34 Putri Yola, “Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Dalam Hal Kebocoran Data Pribadi,”
2024.

35 Zulian Claudia, “Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase Di
Era Society 5.0,” Jurnal Supremasi, 2024,114-29.
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menyeimbangkan pemanfaatan teknologi digital dengan hak-hak individu yang
harus tetap dijaga dan dihormati. Sistem digital yang digunakan untuk menangani
data pribadi harus mampu memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa
informasi mereka dikelola dengan aman dan bertanggung jawab. Kepercayaan ini
penting karena data pribadi sering kali menjadi target utama bagi para pelaku
kejahatan siber. Misalnya, kasus-kasus pelanggaran data pribadi yang melibatkan
platform digital besar telah menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan
sistem dapat menyebabkan kerugian besar, baik bagi individu maupun masyarakat
secara luas.® Oleh karena itu, pengembangan sistem digital harus memperhatikan
aspek perlindungan data pribadi sebagai prioritas utama. Tidak hanya melalui
teknologi, tetapi juga melalui edukasi kepada pengguna tentang pentingnya
menjaga privasi mereka di dunia digital. Misalnya, pengguna perlu diberi
pemahaman tentang bagaimana memilih kata sandiyang kuat, mengenali ancaman
phishing, dan menggunakan fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor. Dengan
pendekatan yang terintegrasi, sistem digital dapat berfungsi sebagai alat yang andal
untuk mendukung kemajuan teknologi sekaligus memastikan perlindungan hak-hak

individu secara menyeluruh.

36 Glory Sylviana et al., “Perlindungan Hukum Data Pengguna E-Wallet Atas Kebocoran
Data Yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online,” Journal Evidence Of Law 3,no. 3 (2024): 340-
53.
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2. Kerangka Konseptual
Konseptual adalah suatu kerangka yang menjelaskan hubungan antara
konsep-konsep tertentu, yang merupakan kumpulan makna-makna yang terkait
dengan istilah-istilah yang akan menjadi fokus penelitian.3” Agar penelitian tetap
fokus pada pokok permasalahan dan pembahasan yang akan dikaji, serta untuk
menghindari kesalahpahaman, berikut adalah beberapa konsep yang bertujuan
untuk menjelaskan istilah-istilah kunci. Konsep-konsep ini dapat dijadikan
pedoman dalam memahami isi penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Perlindungan Hukum

Secara terminologis, perlindungan hukum dapat dipahami dari

penggabungan dua definisi, yaitu "perlindungan™ dan "hukum®. Menurut

KBBI, perlindungan diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk

melindungi. Sementara itu, hukum didefinisikan sebagai peraturan atau adat

yang secara resmi dianggap mengikat dan ditetapkan oleh penguasa atau

pemerintah.38

2. Hak

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak merupakan kepentingan yang

dilindungi oleh hukum, atau tuntutan yang diajukan oleh individu maupun

kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada dasarnya, kepentingan

tersebut mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum

dalam pelaksanaannya. Setiap hak terdiri dari empat unsur, yaitu subjek

37 Dela Santiani, “Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Kepemilikan Hak Atas
Tanah Melalui Litigasi di Pengeadilan Negeri", (Universitas Muhammadiyah Metro, 2022).

38 Yulia Nizwana, "Dedikasi Hukum Prodi llmu Hukum", Universitas Dharma Andalas 1,
“JUDAKUM ( Jurnal Dedikasi Hukum ), no. 2 (2022): 62.
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hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan
kewajiban, serta perlindungan hukum. Secara hakikat, hak adalah hubungan
antara subjek hukum dan objek hukum, atau sebaliknya, yang dilindungi
oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.3°

3. Individu
Individu adalah entitas manusia yang memiliki keberadaan dan hak yang
harus dihormati dalam konteks sosial dan hukum.°

4. Dalam Peristiwa
Dalam konteks hukum atau analisis kasus, "dalam peristiwa" merujuk pada
situasi atau kejadian tertentu yang sedang dibahas atau dianalisis.*!

5. Pelanggaran Keamanan
Pelanggaran keamanan adalah tindakan yang mengancam keamanan sistem

atau data, seringkali melibatkan akses yang tidak sah atau serangan siber.42

3% Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010),
hal. 161.

40 Suryawan Raharjo, Anindita Anindita, and Asma Karim, “ZTinjauan Komprehensif Hak
Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara," Juris Humanity: Jurnal Riset Dan
Kajian Hukum Hak Asasi Manusia 2, no. 2 (2023): 22-35.

41 M Pd Iswadi et al., "Studi Kasus Desain Dan Metode Robert K. Yin" (Penerbit Adab,
2023).

42 ZahraniFatniHapsahand Muhammad Irwan Padli Nasution, “4nalisis Tingkat Keamanan
Data Perusahaan yang Rentan Terhadap Serangann Cyber dalam Sistem Informasi Manajemen,”
Wanargi : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi 1, no. 2 (2024): 338-43.
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6. Kerahasiaan Data Pribadi
Kerahasiaan data pribadi adalah upaya yang sangat penting untuk
melindungi informasi pribadi seseorang dari akses, penggunaan, atau
pengungkapan tanpa izin.*3
7. DataPribadi
Datapribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi
seseorang secara langsung atau tidak langsung.*4
8. Sistem Digital
Sistem digital adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengukur nilai-
nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur, yang direpresentasikan dalam
bentuk diskrit berupa digit atau angka, dan bersifat elektronik.4°
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan
dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder untuk menjawab

permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat.*6

43 Erna Priliasari, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce
Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Legal Protection of Consumer Personal
Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia),” Jurnal Rechts Vinding
12,no. 2 (2023): 261-79.

44 Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,”’
AL WASATH Jurnalllmu Hukum 2, no. 1 (2021): 9-16.

45 Ulfa Mahaning Tyas and Andi Apri Buckhari, “/mplementasi Aplikasi Arduino Ide Pada
Mata Kuliah Sistem Digital, ” Teknos: JurnalPendidikan Dan Teknologi 1, no. 1 (2023): 1-9.

46 Syahrul Rifaiand Galih BagasSoesilo, “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen
Pada Praktek Fintech (Financial Technology) llegal Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia
(Studi Putusan Nomor 438/PID. SUS/2020/PN. JKT. UTR),” Eksaminasi: Jurnal Hukum 2, no. 2
(2023): 123-31.
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Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.4’
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin
hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap isu-isu hukum yang
sedang dihadapi.*® Penelitian hukum normatif cenderung memandang hukum
sebagai disiplin yang bersifat preskriptif, di mana hukum hanya dilihat dari sudut
pandang norma-normanya Yyang berasal dari permasalahan yang muncul di
masyarakat.*® Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode normatif untuk
menganalisis norma-norma hukum yang tertuang dalam rancangan undang-undang
tentang perlindungan data pribadi. Rancangan undang-undang ini diajukan sebagai
upaya untuk menjawab permasalahan perlindungan data pribadi yang terjadi di
masyarakat.
2. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam jennis penelitian ini sebagai berikut:
1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)
Pendekatan undang-undang adalah metode analisis yang fokus pada kajian
dan interpretasi teks-teks hukum, peraturan, atau undang-undang yang

relevan dengan isu atau masalah tertentu.°0

47 Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif
Dan Penelitian Hukum Sosiologis,” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013): 307-18.

48 Iman Jalaludin Rifa’i, “Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum,” MetodologiPenelitian
Hukum 6 (2023): 7.

4% Moh Hamzah Hisbulloh and Ruslina DwiWahyuni, “Deregulasi Hak Upah Dan Pesangon
Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law,” Lisyabab: Jurnal
Studi Islam Dan Sosial 3, no. 1 (2022): 67-80.

50 https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdf mk/HKUM4306-M1.pdf, diakses
Rabu, 25 September2024.
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Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)
Pendekatan konseptual adalah suatu metode yang didasarkan pada
pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan
ini digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum serta memahami
makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum.®! Peneliti akan
mengidentifikasi ide-ide yang melahirkan pemahaman-pemahaman
hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan
isu yang sedang dihadapi. Hal ini juga menjadi dasar dalam menyusun
argumentasi hukum untuk memecahkan isu tersebut.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus adalah metode analisis yang digunakan untuk
mempelajari dan memahami situasi atau masalah spesifik dengan
memfokuskan perhatian pada satu kasus atau beberapa kasus yang
relevan.>2 Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum

yang sedang dihadapi.

51 Yunita Sari, “Tinjauan Hukum Klaim PT. PLN Persero Atas Tanah Yang Bersertifikat
Menjadi Milik Negara ” (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).
52 https://www.gramedia.com/literasi/studi-kasus/, diakses Rabu, 25 September2024.
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3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi
terkait data. Berdasarkan sumbernya, data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung
oleh peneliti (dari tangan pertama), sedangkan data sekunder adalah data yang
diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.>® Penelitian ini
menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi,
termasuk artikel ilmiah, serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian
sebelumnya dan studi kasus mengenai pelanggaran privasi data pribadi dalam
sistem digital yang telah menjadi objek gugatan hukum perdata.
4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau prosedur yang digunakan
oleh peneliti untuk memperoleh data, sedangkan instrumen pengumpulan data
adalah perangkat atau alat yang dipilih dan dimanfaatkan oleh peneliti guna
mempermudah serta menyusun proses pengumpulan data secara lebih sistematis.>*
Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data.
Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa prosedur, antara lain studi

kasus, analisis dokumen hukum, dan telaah literatur.

53 https://dglab.id/pentingnya-teknik-pengumpulan-data-sekunder-dan-data-primer, diakses
Rabu, 25 September2024.

54 https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/, diakses Rabu, 25 September
2024.
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5. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul
data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa prosedur, antara lain
studi kasus, analisis dokumen hukum, dan telaah literatur.>> Analisis data kualitatif
merupakan proses mengolah data dengan cara mengorganisir, mengelompokkan,
serta menyusun data ke dalam satuan yang dapat dikelola. Selain itu, analisis ini
bertujuan untuk mensintesis informasi, mengidentifikasi pola, menentukan aspek-
aspek penting, memahami temuan, serta merumuskan hasil yang dapat disampaikan
kepada orang lain.>®
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang
terstruktur danterarah guna memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang
dibahas dalam proposal ini. Oleh karena itu, pembahasannya akan dijelaskan dalam
beberapa bab yang terdiri dari:
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan
alasan pemilihan judul. Bagian ini juga memaparkan permasalahan
yang akan diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat yang
ingin dicapai dari penelitian ini, keragka teoritis dan konseptual,
serta metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian,

pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan

55 https://dglab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data, diakses Rabu, 25
September2024.

56 https://dqlab.id/catat-ini-metode-analisis-d ata-teknik-kualitatif-dalam-mengolah-data,
diakses Rabu, 25 September2024.
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teknik analisis data, yang semuanya akan ditulis secara sistematis
sesuai dengan sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap
dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan
penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan perlindungan
hukum, hak, peristiwa hukum, pengertian data, fungsi, jenis data,
dan contohnya, serta sistem digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang
menjelaskan tentang penelitian mengenai perlindungan hukum
terhadap hak individu dalam peristiwva pelanggaran keamanan
kerahasiaan data pribadi di sistem digital.

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan
pada bab sebelumnya dan saran sehubungan dengan pokok

permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
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